
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 

` Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan hasil 

penelitian sebagai berikut:  

1.    Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintahan 

Desa Yang Demokratis di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten 

Lombok Barat diukur menggunakan enam indikator, yaitu :  

a.  Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan 

musyawarah desa sudah berjalan dengan baik. Masyarakat selalu dilibatkan 

dalam segala acara desa, setiap ada bantuan untuk desa langsung dialokasikan 

kepada subjek-subjek dan objek yang  bersangkutan dan melakukan musyawarah 

bersama. 

b.  Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan dan 

melaksanakan rancangan peraturan desa bersama kepala desa dapat dikatakan 

baik karena selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat agar tetap sejalan. 

c. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pemilihan 

kepala desa, BPD mengikuti aturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok 

Barat Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 

Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa agar tidak terjadi kesalahan dan 

dilakukan secara demokratis.  

d. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menggali dan menampung 

aspirasi masyarakat memakai beberapa tehnik sehingga mempermudah dalam 

menyerap apa saja masukan-masukan atau kritik dari masyarakat desa. Selama 

pemerintah desa selalu mau mendengarkan apa yang menjadi keresahan warga, 



tentu keberhasilan sebuah daerah terletak bagaimana mereka menjalin kerjasama 

yang baik antar masyarakat dengan pemerintah desanya.  

e. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun kerjasama 

rencana investasi di desa cukup baik karena memiliki beberapa manfaat yang 

timbul dari munculnya investasi di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi 

Kabupaten Lombok Barat yaitu  perubahan mata pencarian yang tadinya 

masyarakat bekerja sebagai petani beralih profesi menjadi pengusaha dan harga 

tanah yang selalu naik setiap tahun sehingga keuntungan yang di dapat menjadi 

lebih besar karena tanah semakin lama bukan semakin turun harga jualnya akan 

tetapi tanah semakin lama akan semakin tinggi harga jualnya.  

f. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyelenggaraan 

penataan desa sudah menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini karena 

pengelololaan dan penggunaan dana dalam penataan desa dijalankan secara 

efektif, dilihat dari tersedianya tenaga layanan publik dan optimalnya 

pemanfaatan pelayanan publik. Kesejahteraan masyarakat juga ditingkatkan dari 

pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadi menegah keatas.  

2.  Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Permusawaratan Desa (BPD) dalam 

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Demokratis di Desa Karang Bongkot 

Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.  

Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Bongkot 

Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sepenuhnya menerapkan asas 

kerjasama dan koordinasi dengan lembaga lain yang berada di desa. Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang mendorong pencapaian atas target 

pelaksanaan fungsi BPD Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten 

Lombok Barat adalah karena pengurus secara berkelanjutan melakukan koordinasi 



dengan lembaga lain yaitu kepada kepala desa, sekertaris desa dan kepala dusun 

dalam hal aktifnya Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap 

Pemerintah desa sehingga adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat. 

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan kinerja BPD berdasarkan definisi 

operasional yang telah dikemukakan yaitu kurangnya sumber daya manusia yang  

sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD. Kualitas sumber daya 

manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari 

sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat 

pembangunan bangsa sehingga akan mudah terwujud pemerintahan desa yang 

demokratis.  

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan peneliti, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus tetap proaktif didalam memberikan 

pemahaman kepada masyarakat melalui pendekatan-pendekatan tertentu khususnya 

yang bersifat kekeluargaan ataupun pengembangan skill sehingga sumber daya 

manusia tidak lagi menjadi penghambat dalam pembangunan desa.  

2. Kepala Desa harus lebih aktif lagi mendorong masyarakat untuk selalu 

mengutamakan pendidikan, karena bagaimanapun pendidikan sangat penting untuk 

mengembang sumber daya manusia.  

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus tetap memberikan dorongan agar 

masyarakat berpartisipasi dalam mengikuti pelaksanaan program desa.  
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LAMPIRAN – LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





 





 





 

 

 





 

 



 



 



PEDOMAN WAWANCARA  

Wawancara Dengan Responden/Narasumber 

Adapaun responden/narasumber yang saya wawancarai adalah :  

1. H. Saimi selaku Kepala Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten 

Lombok Barat.  

1) Bagaimana sistem penyelenggarakan musyawarah di desa? Apakah sejauh ini 

sudah berjalan dengan baik?   

Jawaban : “Masyarakat selalu dilibatkan dalam  segala acara desa, setiap 

ada bantuan untuk desa langsung dialokasikan kepada subjek-subjek dan 

objek yang  bersangkutan, mereka rembuk bersama. Masyarakat masih 

sangat patuh dengan anjuran dan perintah dari kepala desa untuk perbaikan 

desa. Gotong royong masih terjaga dan tetap lestari sama seperti sebelum 

adanya aturan khusus tentang desa, yang menganggarkan desa mendapat 

dana sehingga masyarakat sulit diajak partisipasi, nyatanya di desa ini 

gotong royong masih tertata rapi dan penokohan tokoh sebagai panutan 

masih dianggap semangat penggeraknya.”  

2) Bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan rancangan peraturan desa? 

Apakah BPD dan pemerintah desa selalu aktif dalam mengawasi pemerintahan 

di desa?  

Jawaban : “Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala 

Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka 

kerja sama antar-Desa. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan 

Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari 

musyawarah desa. Kita tidak berani jika harus menyusun peraturan secara 

sembunyi-sembunyi atau tanpa pengetahuan masyarakat desa, karena 

bagaimanapun penyusunan peraturan desa harus disepakati bersama”. 

3) Bagaiaman proses dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat? 

Apakah fungsi BPD sudah dijalankan dengan baik?  

Jawaban : Sejauh ini BPD sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. 

Dalam merumuskan aspirasinya pun sudah jelas memerlukan teknik-teknik 

yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok masyarakat desa 

tersebut. Itu semua memerlukan kemampuan dan kemauan anggota BPD 

untuk secara proaktif merumuskannya.  



4) Bagaiaman rencana investasi yang masuk ke desa dan apa saja syarat yang harus 

dimiliki oleh investor?  

Jawaban : Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok 

Barat ini kondisi lingkungannya sangat baik, aman, tentram, dan paling 

penting yaitu masyarakat yang islamis atau masyarakat yang mayoritas 

islam. Ini yang membuat masyarakat tidak ingin berpindah ke daerah 

lainnya, ekonomi masyarakat terangkat dan banyaknya penduduk di desa. 

Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat 

perkembangan mengenai investasi tanahnya sangat pesat sekali, harga 

tanahnya yang tinggi melebihi tanah desa lainnya dan perkembangan tanah 

di luar kewajaran, hingga masyarakat berlomba – lomba untuk menjadi 

investor tanah yang membuat daya saing yang kuat dalam investasi tanah. 

Akan tetapi investasi yang digunakan ini secara pengkapling atau tanah yang 

di investasikan di buat secara kaplingan atau pengkaplingan, agar 

keuntungan yang di dapat menjadi lebih besar karena tanah semakin lama 

bukan semakin turun harga jualnya akan tetapi tanah semakin lama akan 

semakin tinggi harga jual yang di miliki oleh investasi tanah. Karena kalau 

tanah itu kita tidak akan rugi malah setiap tahun harganya akan naik. 

Contohnya saja di perumahan mekar itu dulu harga tanahnya hanya 30jt/are, 

tapi setelah dibangun perumahan harga tanahnya bisa mencapai 100jt lebih.  

5) Bagaimana alur penerapan sistem pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa?  

Jawaban : Dalam pelaksanaan pilkades, panitia pemilihan sudah bekerja 

sangat baik dan mereka mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UU, 

sehingga pilkades ini juga berjalan dengan demokratis.  

6) Dalam proses penyelenggaraan penataan desa, apakah sejauh ini sudah dilakukan 

dengan baik?  

Jawaban : Dalam penataan desa sejauh ini sudah dijalankan secara efektif 

dan kami selaku pemerintah desa tetap menyediakan pelayanan yang baik 

kepada masyarakat.  

2. Zainuddin selaku Sekertaris Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi 

Kabupaten Lombok Barat.  

1). Bagaimana sistem penyelenggarakan musyawarah di desa? Apakah sejauh ini 

sudah berjalan dengan baik?   



 Jawaban : Masyarakat masih sangat patuh dengan anjuran dan perintah dari 

kepala desa untuk perbaikan desa. Kita juga asering menerapkan kegiatan 

Gotong royong seperti sebelum adanya aturan khusus tentang desa, yang 

menganggarkan desa mendapat dana sehingga masyarakat sulit diajak 

partisipasi, sehingga di desa ini gotong royong masih tertata rapi dan penokohan 

tokoh sebagai panutan masih dianggap semangat penggeraknya selalu ada.  

2). Bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan rancangan peraturan desa? Apakah  

BPD dan pemerintah desa selalu aktif dalam mengawasi pemerintahan di desa?  

 Jawaban : Alur penyerapan partisipasi masyarakat dimulai dengan musyawarah 

dusun, yang tujuannya adalah menggali masalah dan potensi yang berkaitan 

dengan hak dasar yang ada di tingkat dusun. Yang terlibat dalam musyawarah 

adalah Ketua RW yang mewakili RT, unsur profesi, unsur perempuan, unsur 

lembaga, unsur pemerintah, dan Perwakilan BPD. Dari hasil Musyawarah 

kemudian dilakukan lokakarya desa yang tujuannya ad alah mengelompokkan, 

menggabungkan, dan memverifikasi masalah dan potensi hasil penjaringan 

ditingkat dusun serta mempelajari sketsa desa, kalender musim dan 

kelembagaannya. Yang dilibatkan disini seperti delegasi dusun, unsur profesi, 

perwakilan perempuan, unsur lembaga desa, pemerintah dan perwakilan BPD.  

3). Bagaiaman proses dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat? Apakah 

fungsi BPD sudah dijalankan dengan baik?  

 Jawaban : Sejauh ini BPD sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Itu semua 

memerlukan kemampuan dan kemauan anggota BPD untuk secara proaktif 

merumuskannya. Kalau untuk masukan-masukan sudah banyak kita tamping 

tinggal eksekussinya saja yang diperlukan.  

4). Bagaiaman rencana investasi yang masuk ke desa dan apa saja syarat yang harus 

dimiliki oleh investor?  

 Jawaban : Ekonomi masyarakat terangkat semenjak adanya investor yang masuk 

dan banyaknya penduduk di desa. Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi 

Kabupaten Lombok Barat perkembangan mengenai investasi tanahnya sangat 

pesat sekali, harga tanahnya yang tinggi melebihi tanah desa lainnya. 

5). Bagaimana alur penerapan sistem pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa?  

Jawaban : Dalam pelaksanaan pilkades, panitia pemilihan sudah bekerja sangat 

baik dan mereka mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UU, sehingga 

pilkades ini juga berjalan dengan demokratis.  



6). Dalam proses penyelenggaraan penataan desa, apakah sejauh ini sudah dilakukan 

dengan baik?  

 Jawaban : Desa jika ditata dengan baik maak akan menguntungkan bagi desa itu 

sendiri. Dalam penataan desa sejauh ini sudah dijalankan secara efektif dan 

kami selaku pemerintah desa tetap menyediakan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat. 

3. Rizal Umami selaku Kepala BPD Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi 

Kabupaten Lombok Barat.  

1). Bagaimana sistem penyelenggarakan musyawarah di desa? Apakah sejauh ini 

sudah berjalan dengan baik?   

 Jawaban : kami selaku BPD sering mengadakan kegiatan Gotong royong, 

sehingga di desa ini gotong royong masih tertata rapi dan penokohan tokoh 

sebagai panutan masih dianggap semangat penggeraknya selalu ada. Dalam 

musyawarah desa juga kami membahas tentang perencananaan desa dan 

penataan desa. Hal ini tentu melibatkan masyarakat karena kami mengundang 

secara langsung.  

2). Bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan rancangan peraturan desa? Apakah  

BPD dan pemerintah desa selalu aktif dalam mengawasi pemerintahan di desa?  

 Jawaban : Dari hasil Musyawarah kemudian dilakukan lokakarya desa yang 

tujuannya adalah mengelompokkan, menggabungkan, dan memverifikasi masalah 

dan potensi hasil penjaringan ditingkat dusun serta mempelajari sketsa desa, 

kalender musim dan kelembagaannya. Yang dilibatkan disini seperti delegasi 

dusun, unsur profesi, perwakilan perempuan, unsur lembaga desa, pemerintah 

dan perwakilan BPD.  

3). Bagaiaman proses dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat? Apakah 

fungsi BPD sudah dijalankan dengan baik?  

 Jawaban : Sejauh ini BPD sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Itu semua 

memerlukan kemampuan dan kemauan anggota BPD untuk secara proaktif 

merumuskannya. Kalau untuk masukan-masukan sudah banyak kita tamping 

tinggal eksekussinya saja yang diperlukan.  

4). Bagaiaman rencana investasi yang masuk ke desa dan apa saja syarat yang harus 

dimiliki oleh investor?  

 Jawaban : kami sangat memperhatikan dampak untuk investasi yang ada di desa. 

Jika investor ingin menginvestasi di desa kami, maka kami memiliki syarat-syarat 



yang harus dipenuhi. Serta kami melihat apakah ada peluang untuk masyarakat 

agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan.  

5). Bagaimana alur penerapan sistem pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa?  

Jawaban : Jika ingin mengetahui bagaimana proses demokrasi di Indonesia berjalan 

maka perhatikanlah pada ajang pemilihan kepala desa, sebab pemilu tingkat 

desa ini merupakan gambaran jelas terhadap proses demokrasi yang berjalan 

saat ini apakah rakyat indonesia lebih banyak memilih pemimpinnya 

berdasarkan kemampuan atau cuman berdasarkan alasan personal seperti 

ketokohan. kepala desa yang terpilih merupakan cerminan mayoritas penilaian 

para pemilih di tiap desa, dan ini juga pasti akan berlaku untuk pemilihan 

diatasnya seperti kepala daerah, DPR, hingga presiden. Keberadaan kepala desa 

sangatlah penting bagi kemajuan desa tersebut, jika fungsi kepala desa itu 

berjalan dengan baik maka efeknya akan menyundul keatas hingga tingkat 

nasional. tetapi sayangnya dalam hal pemilu ditingkat paling bawah masih 

banyak pemilih yang memilih asal-asalan apalagi pemilu di tingkat kabupaten 

dan nasional. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kami selaku BPD 

mengikuti aturan salah satunya yaitu dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok 

Barat Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 

Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, agar tidak terjadi kesalahan.  

6). Dalam proses penyelenggaraan penataan desa, apakah sejauh ini sudah dilakukan 

dengan baik?  

 Jawaban : Penataan Desa dalam UU Desa ini dicantumkan pada 11 pasal yang 

ada, penataan Desa dapat terdiri dari: 1) Pemerintah Sebagai Subyek Penataan 

Desa; 2) Evaluasi sebagai Basis Penataan Desa; 3) Tujuan Penataan Desa; 4) 

Ruang Lingkup Penataan Desa; 5) Prasyarat dalam Penataan Desa; dan 6) 

Mekanisme Penataan Desa. Sehingga Kesejahteraan masyarakat juga 

ditingkatkan dari pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadi menegah keatas. 

Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya 

alam dan sumber daya manusia, hal ini kemudian yang mendorong pemerintah 

untuk melakukan investasi public.  

7) Sejauh ini Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat yang menghalangi 

kinerja BPD?   

Jawaban : kalau untuk faktor pendukungnya si Pelaksanaan fungsi pengawasan 

oleh BPD sudah terlaksana dengan baik, hal ini didorong oleh faktor koordinasi 



dan kerjasama antar lembaga. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan 

fungsi pengawasan ini, pengurus BPD di Desa Karang Bongkot Kecamatan 

Labuapi Kabupaten Lombok Barat memepertimbangkan beberapa aspek yang 

melingkupi dan berhubungan dengan fungsi tersebut, termasuk koordinasi 

dengan mitra kerjanya (pemerintah desa) sebagai objek diawasi. Dalam 

pembahasan mengenai factor pendorong pelaksanaan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi 

Kabupaten Lombok Barat, yaitu :  hubungan antar Pemerintahan Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa. Pertama, hubungan dominasi yang artinya 

dalam dalam melaksanakan hubunga tersebut pihak pertama menguasai pihak 

kedua; kedua, hubungan sub koordinasi yang artinya dalam melaksanakan 

hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua 

dengan sengaja menempatkan diri untuk tunduk pada kemauan pihak pertama, 

ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama fdan kedua setingkat dimana 

mereka bertumpu pada kepercayaan, kerja sama dan saling menghargai 

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan. Oleh 

karena itu dalam melaksanakan pembangunan suatu wilayah atau negara perlu 

diketahui keadaan sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Semakin 

lengkap dan tepat data mengenai sumber daya manusia yang tersedia, semakin 

mudah dan tepat pula perencanaan pembangunan yang di buat. Kualitas sumber 

daya manusia merupakan merupakan komponen penting dalam setiap gerak 

pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang 

dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila 

tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban 

pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara 

perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai 

4. Mariani Ketua PKK Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten 

Lombok Barat.  

1). Bagaimana sistem penyelenggarakan musyawarah di desa? Apakah sejauh ini 

sudah berjalan dengan baik?   

 Jawaban : Oktober lalu Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten 

Lombok Barat menang juara 1 lomba Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK) tingkat Kabupaten Lombok Barat dan menjadi juara 1 tingkat Provinsi 

Nusa Tenggara Barat untuk lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 



(UP2K), tentu prestasi ini tidak terlepas dari peran serta pengelolaan 

pemerintahan desa yang baik yang dikelola oleh pemerintah desa bersama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipassi masyarakat.  Masyarakat diajak 

aktif bersama untuk membangun desa, karena jika hanya mengandalkan uang 

dari pusat dengan proses pencairannya yang lama, maka pembangunan tidak 

bisa berjalan efektif. Sehingga partisipasi masyarakat masih sangat dibutuhkan 

di sini. Bentuk partisipasi lain yang ada di desa yaitu dari masyarakat 

menyampaikannya di forum rapat RT setelah itu ketua RT bersama ketua RW 

membawa ke forum desa bersama BPD. Partisipasi masyarakat masih berjalan 

baik, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa untuk wilayah desa tertentu 

khususnya wilayah desa yang berdekatan dengan wilayah kota, warga juga 

sering melakukan kerja bakti atau gotong royong.  

2). Bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan rancangan peraturan desa? Apakah  

BPD dan pemerintah desa selalu aktif dalam mengawasi pemerintahan di desa?  

 Jawaban : Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa 

ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.  

3). Bagaiaman proses dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat? Apakah 

fungsi BPD sudah dijalankan dengan baik?  

 Jawaban : Sejauh ini BPD sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Itu semua 

memerlukan kemampuan dan kemauan anggota BPD untuk secara proaktif 

merumuskannya. Kalau untuk masukan-masukan sudah banyak kita tamping 

tinggal eksekussinya saja yang diperlukan.  

4). Bagaiaman rencana investasi yang masuk ke desa dan apa saja syarat yang harus 

dimiliki oleh investor?  

 Jawaban : Ekonomi masyarakat terangkat semenjak adanya investor yang masuk 

dan banyaknya penduduk di desa. Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi 

Kabupaten Lombok Barat perkembangan mengenai investasi tanahnya sangat 

pesat sekali, harga tanahnya yang tinggi melebihi tanah desa lainnya. 

5). Bagaimana alur penerapan sistem pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa?  

Jawaban : Dalam pelaksanaan pilkades, panitia pemilihan sudah bekerja sangat 

baik dan mereka mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UU, sehingga 

pilkades ini juga berjalan dengan demokratis.  

6). Dalam proses penyelenggaraan penataan desa, apakah sejauh ini sudah dilakukan 

dengan baik?  



 Jawaban : Desa jika ditata dengan baik maak akan menguntungkan bagi desa itu 

sendiri. Dalam penataan desa sejauh ini sudah dijalankan secara efektif dan 

kami selaku pemerintah desa tetap menyediakan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat. 

5. Yuliawati selaku Kaur Pembangunan Desa Karang Bongkot Kecamatan 

Labuapi Kabupaten Lombok Barat.  

1). Bagaimana sistem penyelenggarakan musyawarah di desa? Apakah sejauh ini 

sudah berjalan dengan baik?   

 Jawaban : Oktober lalu Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten 

Lombok Barat menang juara 1 lomba Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK) tingkat Kabupaten Lombok Barat dan menjadi juara 1 tingkat Provinsi 

Nusa Tenggara Barat untuk lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 

(UP2K), Masyarakat diajak aktif bersama untuk membangun desa. Partisipasi 

masyarakat masih berjalan baik, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa 

untuk wilayah desa tertentu khususnya wilayah desa yang berdekatan dengan 

wilayah kota, warga juga sering melakukan kerja bakti atau gotong royong.  

2). Bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan rancangan peraturan desa? Apakah  

BPD dan pemerintah desa selalu aktif dalam mengawasi pemerintahan di desa?  

 Jawaban : Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa 

ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.  

3). Bagaiaman proses dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat? Apakah 

fungsi BPD sudah dijalankan dengan baik?  

 Jawaban : Aspirasi mereka tidak jauh dari bagaimana agar hasil taninya 

berlimpah, harga pupuknya terjangkau, airnya mengalir, terhindar dari hama, 

padinya dapat dijual dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya, dan 

mendapatkan rupiah berlebih dari ongkos bertani yang sisanya untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain mereka, pihak-pihak lainnya bisa 

berupa tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, perkumpulan olahraga, 

perkumpulan kesenian, tokoh pendidik, dan sebagainya. Begitu pula bagi desa-

desa yang masyarakatnya beternak, berkebun, nelayan, dan sebagainya.  

4). Bagaiaman rencana investasi yang masuk ke desa dan apa saja syarat yang harus 

dimiliki oleh investor?  

 Jawaban : Cara mendapatkan izin lingkungan tersebut yaitu mengisi atau 

membuat AMDAL, dan UKL - UPL di pemerintah Daerah ataupun Pemerintah 



setempat (Pemerintah Desa) dan menyusun dokumen AMDAL berupa RKL dan 

RPL, untuk memenuhi syarat dalam pembuatan AMDAL. Setelah itu rencana – 

rencana tersebut di susun dan dibuat untuk menentukan hasil yang di peroleh 

dari usaha yang ingin di ajukan, hasil tersebut baik berdampak positif maupun 

berdampak negatif yang harus di minimalisir untuk kedepannya bagi masyarakat.  

5). Bagaimana alur penerapan sistem pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa?  

Jawaban : Dalam pelaksanaan pilkades, panitia pemilihan sudah bekerja dengan 

baik dan mereka mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UU, sehingga 

pilkades ini juga berjalan dengan demokratis.  

6). Dalam proses penyelenggaraan penataan desa, apakah sejauh ini sudah dilakukan 

dengan baik?  

 Jawaban : untuk saat ini kita focus penataan dalam pengembangan SDM. Soalnya 

Kesejahteraan masyarakat juga ditingkatkan dari pertumbuhan ekonomi yang 

rendah menjadi menegah keatas. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini 

disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia.   

6. Mashur selaku Tokoh Adat Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi 

Kabupaten Lombok Barat.  

1). Bagaimana sistem penyelenggarakan musyawarah di desa? Apakah sejauh ini 

sudah berjalan dengan baik?   

 Jawaban : Sering kali juga jika ada saluran air yang tersumbat, BPD langsung 

turun tangan untuk memeriksa keadaan tersebut sehingga masyarakat langsung 

gotong royong untuk memperbaikinya. Desa Karang Bongkot Kecamatan 

Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang merupakan kecamatan paling dekat 

dengan pusat pemerintahan kabupaten menunjukan bahwa di wilayah ini bentuk 

partisipasi masyarakat dalam pemerintah sangat terlihat dengan adanya 

perwakilan dari setiap elemen masyarakat, seperti elemen perempuan yang 

diwakili PKK, unsur petani yang diwakili Kelompok Tani, dan sebagainya.  

2). Bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan rancangan peraturan desa? Apakah  

BPD dan pemerintah desa selalu aktif dalam mengawasi pemerintahan di desa?  

 Jawaban : Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa 

ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.  

3). Bagaiaman proses dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat? Apakah 

fungsi BPD sudah dijalankan dengan baik?  



 Jawaban : Sejauh ini BPD sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Itu semua 

memerlukan kemampuan dan kemauan anggota BPD untuk secara proaktif 

merumuskannya. Kalau untuk masukan-masukan sudah banyak kita tamping 

tinggal eksekussinya saja yang diperlukan.  

4). Bagaiaman rencana investasi yang masuk ke desa dan apa saja syarat yang harus 

dimiliki oleh investor?  

 Jawaban : Ekonomi masyarakat terangkat semenjak adanya investor yang masuk 

dan banyaknya penduduk di desa. Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi 

Kabupaten Lombok Barat perkembangan mengenai investasi tanahnya sangat 

pesat sekali, harga tanahnya yang tinggi melebihi tanah desa lainnya. 

5). Bagaimana alur penerapan sistem pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa?  

Jawaban : Dalam pelaksanaan pilkades, panitia pemilihan sudah bekerja sangat 

baik dan mereka mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UU, sehingga 

pilkades ini juga berjalan dengan demokratis.  

6). Dalam proses penyelenggaraan penataan desa, apakah sejauh ini sudah dilakukan 

dengan baik?  

 Jawaban : Desa jika ditata dengan baik maka akan menguntungkan bagi desa itu 

sendiri. Dalam penataan desa sejauh ini sudah dijalankan secara efektif dan 

kami selaku masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang baik.  

7. Zulkifli selaku Wakil Ketua BPD Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi 

Kabupaten Lombok Barat.  

1). Bagaimana sistem penyelenggarakan musyawarah di desa? Apakah sejauh ini 

sudah berjalan dengan baik?   

 Jawaban : Jika ada masalah di desa, kami selaku anggota BPD langsung turun 

tangan untuk memeriksa keadaan tersebut sehingga masyarakat langsung gotong 

royong untuk memperbaikinya. Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi 

Kabupaten Lombok Barat yang merupakan kecamatan paling dekat dengan pusat 

pemerintahan kabupaten menunjukan bahwa di wilayah ini bentuk partisipasi 

masyarakat dalam pemerintah sangat terlihat dengan adanya perwakilan dari 

setiap elemen masyarakat, seperti elemen perempuan yang diwakili PKK, unsur 

petani yang diwakili Kelompok Tani, dan sebagainya.  

2). Bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan rancangan peraturan desa? Apakah  

BPD dan pemerintah desa selalu aktif dalam mengawasi pemerintahan di desa?  



 Jawaban : Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa 

ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.  

3). Bagaiaman proses dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat? Apakah 

fungsi BPD sudah dijalankan dengan baik?  

 Jawaban : Perumusan aspirasi masyarakat di desa untuk kepentingan BPD di 

Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, kami 

selaku pemerintah desa memakai beberapa tehnik sehingga akan memepermudah 

dalam menyerap apa saja masukan-masukan atau kritik dari masyarakat desa. 

Sebenarnya tidak sulit, selama pemerintah desa selalu mau mendengarkan apa 

yang menjadi keresahan warga karena tentu keberhasilan sebuah daerah terletak 

bagaimana mereka menjalin kerjasama yang baik antar masyarakat dengan 

pemerintah desanya. 

4). Bagaiaman rencana investasi yang masuk ke desa dan apa saja syarat yang harus 

dimiliki oleh investor?  

 Jawaban : kalau sejauh ini kami sangat memperhatikan dampak untuk investasi 

yang ada di desa. Jika investor ingin menginvestasi di desa kami, maka kami 

memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Serta kami melihat apakah ada 

peluang untuk masyarakat agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan. 

5). Bagaimana alur penerapan sistem pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa?  

Jawaban : Dalam pelaksanaan pilkades, panitia pemilihan sudah bekerja sangat 

baik dan kami mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UU, sehingga 

pilkades ini juga berjalan dengan demokratis.  

6). Dalam proses penyelenggaraan penataan desa, apakah sejauh ini sudah dilakukan 

dengan baik?  

 Jawaban : Program-program pembangunan desa yang diusulkan untuk 

disubsidi/dibiayai oleh Pemerintah tingkat atasnya akan memiliki banyak 

manfaat untuk keberlangsungan hidup setiap keluarga yang memang pada 

dasarnya sangat membutuhkan. Tentu dalam hal ini, kami selaku pemerintah 

desa tetap setiap bulan pada tanggal 10 memberikan bantuan berupa dana 

Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat desa yang tergolong tidak 

mampu.  

7).  Sejauh ini Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat yang menghalangi 

kinerja BPD?  



Jawaban : Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Bongkot 

Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sepenuhnya menerapkan asas 

kerjasama dan koordinasi dengan lembaga lain yang berada di desa. Dengan 

demikiana dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang mendorong pencapaian 

atas target pelaksanaan fungsi BPD Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi 

Kabupaten Lombok Barat adalah karena pengurus secara berkelanjutan 

melakukan koordinasi dengan lembaga lain yaitu kepada kepala desa, sekertaris 

desa dan kepala dusun. Dalam hal Partisipasi, keberadaan BPD dalam 

pemerintahan Desa di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten 

Lombok Barat saat ini memberikan cukup perubahan, hasil pengamatan menurut 

warga bahwa pemerintahan yang sekarang berlangsung cenderung 

menggunakan pola yang sudah tidak sentralistik. Beberapa warga menuturkan 

bahwa kebijakan pemerintah desa selama ini dijalankan dengan transparan 

sehingga masyarakat ikut ambil bagian dalam proses pengawasannya. Dari segi 

Masyarakat, Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam 

melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari 

masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk 

dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada 

banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan 

dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD 

dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan sehingga dapat 

mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis. Kalau untuk faktor 

penghambat palingan kita itu lebih kepada kurangnya sumber daya manusia. 

8. Saiful Bahri selaku Tokoh Adat Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi 

Kabupaten Lombok Barat.  

1). Bagaimana sistem penyelenggarakan musyawarah di desa? Apakah sejauh ini 

sudah berjalan dengan baik?   

 Jawaban : BPD langsung turun tangan untuk memeriksa keadaan tersebut 

sehingga masyarakat langsung gotong royong untuk memperbaikinya. Desa 

Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang merupakan 

kecamatan paling dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten menunjukan 

bahwa di wilayah ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintah sangat 

terlihat dengan adanya perwakilan dari setiap elemen masyarakat, seperti 



elemen perempuan yang diwakili PKK, unsur petani yang diwakili Kelompok 

Tani, dan sebagainya.  

2). Bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan rancangan peraturan desa? Apakah  

BPD dan pemerintah desa selalu aktif dalam mengawasi pemerintahan di desa?  

 Jawaban : Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa 

ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.  

3). Bagaiaman proses dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat? Apakah 

fungsi BPD sudah dijalankan dengan baik?  

 Jawaban : Sejauh ini BPD sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Itu semua 

memerlukan kemampuan dan kemauan anggota BPD untuk secara proaktif 

merumuskannya. Kalau untuk masukan-masukan sudah banyak kita tamping 

tinggal eksekussinya saja yang diperlukan.  

4). Bagaiaman rencana investasi yang masuk ke desa dan apa saja syarat yang harus 

dimiliki oleh investor?  

 Jawaban : kalau soal investasi kita sebagai masyarakat juga ikut mengontrol 

bagaimana dampaknya karena kita tidak mau kedepannya akan merugikan 

masyarakat.  

5). Bagaimana alur penerapan sistem pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa?  

Jawaban : kalau pas pilkades, panitia pemilihan bekerja dengan baik dan mereka 

mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UU, sehingga pilkades ini juga 

berjalan dengan demokratis. Pemilihan panitianya juga sangat ketat.  

6). Dalam proses penyelenggaraan penataan desa, apakah sejauh ini sudah dilakukan 

dengan baik?  

 Jawaban : Dalam penataan desa pemerintah desa serta masyarakat selalu 

bekerjasama baik itu dalam pembangunan maupun bantuan lainnya. Seperti 

setiapa awal bulan kami yang tergolong masyarakat yang tidak ammpu 

mendapatkan bantuan PKH.  

9. Yunus Maulana selaku Ketua Karang Taruna Desa Karang Bongkot 

Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.  

1). Bagaimana sistem penyelenggarakan musyawarah di desa? Apakah sejauh ini 

sudah berjalan dengan baik?   

 Jawaban : BPD langsung turun tangan untuk memeriksa keadaan tersebut 

sehingga masyarakat langsung gotong royong untuk memperbaikinya. Desa 

Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang merupakan 



kecamatan paling dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten menunjukan 

bahwa di wilayah ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintah sangat 

terlihat dengan adanya perwakilan dari setiap elemen masyarakat, seperti 

elemen perempuan yang diwakili PKK, unsur petani yang diwakili Kelompok 

Tani, dan sebagainya.  

2). Bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan rancangan peraturan desa? Apakah  

BPD dan pemerintah desa selalu aktif dalam mengawasi pemerintahan di desa?  

 Jawaban : Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa 

ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.  

3). Bagaiaman proses dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat? Apakah 

fungsi BPD sudah dijalankan dengan baik?  

 Jawaban : Sejauh ini BPD sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Itu semua 

memerlukan kemampuan dan kemauan anggota BPD untuk secara proaktif 

merumuskannya. Kalau untuk masukan-masukan sudah banyak kita tamping 

tinggal eksekussinya saja yang diperlukan.  

4). Bagaiaman rencana investasi yang masuk ke desa dan apa saja syarat yang harus 

dimiliki oleh investor?  

 Jawaban : kalau soal investasi kita sebagai masyarakat juga ikut mengontrol 

bagaimana dampaknya karena kita tidak mau kedepannya akan merugikan 

masyarakat.  

5). Bagaimana alur penerapan sistem pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa?  

Jawaban : kalau pas pilkades, panitia pemilihan bekerja dengan baik dan mereka 

mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UU, sehingga pilkades ini juga 

berjalan dengan demokratis. Pemilihan panitianya juga sangat ketat.  

6). Dalam proses penyelenggaraan penataan desa, apakah sejauh ini sudah dilakukan 

dengan baik?  

 Jawaban : Dalam penataan desa pemerintah desa serta masyarakat selalu 

bekerjasama baik itu dalam pembangunan maupun bantuan lainnya. Seperti 

ketika ada acara di desa kami langsung ikut berpartisipasi. Pemerintah desa juga 

memfasilitasi kami dengan sangat baik.  

7).  Sejauh ini Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat yang menghalangi 

kinerja BPD?  

 Jawaban : Salah satu faktor yang mendorong pencapaian atas target pelaksanaan 

fungsi BPD Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat 



adalah karena pengurus secara berkelanjutan melakukan koordinasi dengan 

lembaga lain yaitu kepada kepala desa, sekertaris desa dan kepala dusun. Ada 

berbagai faktor yang harus di perbaiki di Indonesia saat ini sehingga nantinya 

akan berdampak kepada desa-desa terpencil. Pertama, pemerataan kualitas dan 

fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk sekolah-sekolah atau tingkat 

pendidikan lainnya yang berada di kawasan terpencil. Kedua, memberikan 

keringanan biaya pendidikan untuk masyarakat Indonesia yang benar - benar 

memliki perekonomian yang rendah. Ketiga, meringankan biaya untuk 

memperoleh pengobatan di rumah sakit, yang pada dasarnya memiliki harga 

yang mahal. Keempat, meningakatkan pengetahuan akan teknologi kepada 

generasi muda, yang bertujuan untuk menjadikan SDM yang berkembang sesuai 

dengan zamannya, serta dapat menciptakan sesuatu yang dapat mengharumkan 

nama Indonesia di mancanegara. Pemerintah juga dituntut untuk meningkatkan 

kualitas tenaga pengajar, agar terus dapat memberikan motivasi dan semangat 

kepada anak untuk terus bersekolah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Foto Musyawarah Desa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2. Foto Rapat Internal BPD Dengan Pemdes Terkait Dengan Pembahasan 

Penetapan dan Pelaksanaan Rancangan Peraturan Desa dan APBDes 

 

 
 

 
 

 

 

 



3. Foto BPD Secara Langsung Terjun Ke Masyarakat Dalam Menggali Dan 

Menampung Aspirasi Masyarakat Desa. 

 

 

 
 

 

 

 



4. Foto Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 

 

 

 
 

 

 

 



6. Foto Dalam Melakukan Penataan Desa 

Pengembangan SDM dalam Pelatihan Menjahit 

 

 

 
 

 

 

 

 



Gotong Royong Dalam Perbaikan Jalan Yang Rusak 

 
 

 



PELANTIKAN & PENGAMBILAN SUMPAH PERANGKAT DESA  

 

 

 
 

 

 

 



RAPAT PLENO DAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOMBA UP2K – PKK KABUPATEN LOMBOK BARAT  

 

 
 

 
 


